Diubah dengan PBI No. 2/14/PBI/2000 tangga 9 Juni 2000

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/ 4 /PBI/2000
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENY ELENGGARAAN KLIRING LOKAL
DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR

Menimbang

BANK ATASHASIL KLIRING LOKAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a bahwa dengan tdah diberikannya kesempatan bagi bank

konvensond untuk membuka kantor cabang yang
melakukan kegiatlan usdha berdasarken  pringp  syaiah
meka dipelukan pengauran tambahan yang berkatan
dengan kekutsertaan bank tersebut ddam kliring lokd;

. bahwa bebergpa ketentuan dadam Peraturan  Bank
Indonesa Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan
Kliing Lokd dan Penydessian  Akhir  Transsks
Pembayaran Antar Bak Atas Hasl Kliring Loka bdum
depat dijadiken landasan untuk  mendorong  efektivitas

penydenggaraan Kliring Lokd;

. bahwa sehubungan dengan  hd  tassbut  di des

dipandang pelu mengubah Peauran Bank Indonesa
Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaaen  Kliring
Lokd dan Penydessian Akhir Transskd Pembayaran
Antar Bank Atas Hasll Kliring Lokd;



Mengingat

Menetapkan
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1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagamana
tdah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusshaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGA-
RAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN
AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK
ATASHASIL KLIRING LOKAL.

Pesdl |

Mengubah bebergpa ketentuan ddam Peauran Bank Indonesa Nomor
1/3/PBI/1999 tentang Penydenggaraan Kliring Loka dan Penydesaian  Akhir
Transaks Pembayaran Antar Bank Atas Hasll Kliring Loka sebaga berikut :

1. Keentuan...
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Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan 8 ketentuan baru di antara angka 1 dan 2
medng-medng menjadi angka 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G dan 1H yang
berbunyi sebagal berikut :

1B.

1C.

1D.

1E.

1F.

1G.

1H.

“Padl 1

Bank Konvensond addah Bank yang mdakukan kegidan usaha
secara konvensond,;
Bank Syariah addah Bank yang meakukan kegiatan usaha berdasarkan
pringp syariah;
Kantor Cabang addah kantor Bank yang secara langsung bertanggung
javab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan damat
tempat ustha yang jdas dimana kantor cabang tersebut meakukan
usshanyg
Kantor Cabang Syariah addah Kantor Cabang dari Bank Konvensiond
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prindp syariah;
Unit Usaha Syaiah yang sdanjutnya dissbut UUS addah unit keja di
kantor pusat Bank Konvendond yang befungs sebaga kantor induk
dari Kantor Cabang Syariah;
Pesr Uang Antar Bank bedasarkan pringp Syaiah yang sdanjutnya
disshut PUAS addah kegiaan investas jangka pendek ddam rupiah
antar pesarta pasar berdasarkan prinsp Mudharabah;
Satifikat  Invetas Mudhardbah  Antar Bak  yang untuk sdanjutnya
disshut Satifikat IMA addah satifikat yang digunakan ssbaga srana
untuk mendapatkan dana dengan prindp Mudharabah;
Mudharabah addah pejanjian antara penanam dana dan  pengdola
dana untuk meakukan kegiadan ussha guna mempeolen  keuntungan,
dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak
berdasarkan nisbah yang tdah disepakati sebedumnya”

2. Keentuan...
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3.
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Ketentuan Pasd 3 aya (3) diubah sehingga bunyinga menjadi  sebaga
berikut :

3)

“Pasd 3

Bank Pesarta yang mdakukan transsks PUAB aau PUAS mddui
kliring penyerahan sebagamana dimeksud pada ayat (1) aau kliring
PUAB sebagamana dimeksud pada ayat (2) wgib menyampakan
tembusan promes atau tembusan  Satifikat IMA  kepada Bank

Indonesa.”

Ketentuan Pasd 6 aya (2) diubah sehingga bunyinga menjadi ssbaga

berikut :

(2)

"Pesd 6

Warkat sebagamana dimeksud ddam Pasd 4 aya (1) huruf e dibatas
singg-tingginya  bernila nomind  Rp  10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan tidek dapa digunakan untuk peunesan transsks PUAB
atau pembayaran PUAS.”

Keentuan Pasd 22 aya (1) diubah sehingga bunyinga menjadi sebaga
berikut :

"Pasd 22

(1) Pesrta yang menghadepi kesulitan pendanaan jangka pendek bak

sebaga  akibat dai  Penydesaan Akhir dan aau penydesdan dai
transaksi-transakd lannya sehingga potensd mengakibatkan
tejadinya sddo giro negaif aau tdah memiliki sddo giro negatif
sebagamana dimaksud ddam Paesd 24, dgpa meakukan langkah
langkah sebagal berikut

a mdakukan ...
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a. meakukan penyetoran tuna;

b. mengupayakan pemenuhan danamddui trander antar kantor;

c. melakukan transaks PUAB atau PUAS;

d. menggukan permohonan fasilitas pendanaan atau pembiayaan
kepada Bank Indonesia.”

Ketentuan Pasd 23 diubah sehingga bunyinyamenjadi ssbaga berikut :

@

(2)

“Pasal 23

Transsks PUAB aau PUAS sebagamana dimeksud ddam Pesd 22
aya (1) bhuruf c dilakukan dengan mengguneken Bilyaet Giro Bank
Indonesia (BGBI) atau trandfer dana secara dektronik.

Bank Pesata yang mdakuken transsks PUAB aau  PUAS
sebagamana dimeksud pada aya (1) wgib menyampakan tembusan
promes atau tembusan Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia”

Ketentuan Pasd 24 diubah, sehinggamenjadi  berbunyi sebagal berikut :

(1)

(2)

“Pasal 24

Kantor Bank Konvensond aau Bank Syaiah, bak Kantor Pusa
daupun Kantor Cabang, dinyaekan memiliki sddo giro negaif
goadbila sddo rekening giro pada Bank Indonesa yang mewilayahi
Kliring Lokd kantor Bank yang bersangkutan menunjukkan  angka
negatif pada saat Bark Indonesa menutup sSstem akunting.

Bagi Bank Konvensond yang memiliki Kantor Cabang Syariah :

a Kaitor pusat Bank dinyataken memiliki sddo giro negatif apabila
penjumlahan sddo rekening giro kantor pusat Bank dan sddo
rekening giro UUS padaBank Indonesa yang mewilayahi Kliring

Lokal ...
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Lokd menunjukkan angka negatif pada ssat Bank Indonesa
menutup Sgem akunting.

b. Kantor Cabang dinyatakan memiliki sddo giro negatif agpabila
penjumliahan sddo rekening giro Kantor Cabang  Bank
Konvensord dan sddo rekening giro Kantor Cabang Syariah pada
Bak Indonesa yang mewilayahi Kliring Loka menunjukkan angka
negdtif pada saat Bank Indonesa menutup sstem akunting.”

Ketentuan Pasd 33 ayat (3) diubah dan ditambah sau aya menjadi ayat (4)
yang masng-masaing bunyinya menjadi ssbaga berikut :

“Pasal 33

(3) Apadila sampa dengan batas waktu sebagamana dimeksud ddam ayat

(4)

(1), kantor pusat Bank tetgp bersddo giro negdif sebagamana
dimaksud ddam Pasd 24 ayat (1) atau ayat (2) huruf a maka kantor-

kator Bank yang bersangkutan di sHuruh  Indonesa  dihentiken
keikutsertaannya daam kliring.

Apabila sampal dengan batas waktu sebagamana dimeksud ddam ayat
(1), Kantor Cabang Bank tetgp bersddo giro negaif sebagamana
dimaksud dalam Pasd 24 ayat (1) aau aya (2) huruf b, maka kantor-

kantor cabang Bank yang bersangkutan dihentikan kekutsertaannya
ddam kliring.”

Ketentuan Pasd 35 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagal berikut :

(1)

“Pasal 35

Dengan tidek mengurangi ketlentuan sankd  sebagaimana dimeksud
dalam Pasd 32, Pasd 33 dan Pasdl 34, terhadap Pesarta Kliring yang

tidkek ...
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(2)

3)

4
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tidsk memenuhi  ketentuan-ketentuan dadam Peraturan Bank  Indonesia
inl serta peraduran pdaksanaannya, Bank Indonesa dgpat mengenakan
sanks adminidratif ataralain berupa:

a. kewgiban membayar; darv/atau

b. teguran tertulis

Tehadgp Penydenggara Kliring sebagamana dimeksud ddam  Pasd

12 aya (2) yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ddam Perauran

Bank Indonesa ini sata peauran pdaksanaannya, Bank Indonesa

dapat mengenakan sanks adminigratif antaralain berupa:

a kewgiban membayar;

b. teguran tertulis, darvatau

C. penghentian ssbeagal penydenggarakliring.

Terhadep perusthaen percetakan sekuriti yang telah  ditetapkan  untuk

mencetak Warkat dan Dokumen Kliring sebagamana dimeksud dadam

Pasd 9 aya (1) dan aya (2) yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan

ddam Pedauran Bank Indonesa ini sata perauran peaksanaannya,

Bank Indonesa dgpa mengenakan sankd  adminidratif antara  lain

berupa:

a. kewgiban membayar;

b. teguran tertulis, darvatau

C. penghentian  penunjukkan sebagal  pearusshaan  percetakan  seKurit
pencetak Warkat dan Dokumen Kliring.

Pdaksanaan lebih lanjut mengena saks  adminigraif
sebagamana dimaksud ddam aya (1), aya (2) dan ayat (3) ditetapkan
dengan Surat Edaran Bank Indonesa”

Ketentuan Pasd 40 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagal berikut
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“Pasal 40

Pesata ddam dsem manud dan semi otomes wgib  menggunekan Warka
yang memenuhi pedfikes Waka sebagamana dimeksud ddam Pesd 5
aya (2), sdambat-lambatnya tangga 23 Juni 2000.”

Pasd 11
Ketentuan Pasdl | angka 1 sampal dengan angka 7 berlaku mula tanggd 1 Maret

2000.

Pasdl 11

Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatangga 11 Pebruari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 9

DASP
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 4 /PBI/2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENY ELENGGARAAN KLIRING LOKAL
DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR
BANK ATASHASIL KLIRING LOKAL

UMUM

Sgak diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagamana tdah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998, tedlah berdiri beberagpa bank berdasarkan prindp
gyaiah. Disamping itu  Bank umum konvendond juga tdah
diberi kesempatan untuk membuka kantor cabang yang
melakukan kegiatan usaha berdasarken prindp syariah. Ddam
melakukan  kegiatan usahanya,  kantor cabang terssbut
diwgibkan untuk memdihara rekening giro bak rupish aau

vaas pada Bank Indonesa

Ha ini memelukan penyempurnaan atas ketentuan yang berkaitan dengan keikutsertaan bank
tessbut ddam Kliring Lokd. Sdan daipada itu guna mendukung efektivitas pedaksanaan  kliring
dipandang perlu untuk mencantumkan  ketentuan sanks bagi penydenggara Kliring Lokd oleh pihak lain
yang diberikan kewgjiban-kewgjiban tertentu dalam kapasitasnya shaga penydenggara
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PASAL DEMI PASAL
Pasdl |
Angkal

Butir 1A , 1B,1C,1D,1E, 1F, 1G dan 1H

Cukup jdas
Angka?2
Pasd 3
ayat (3)
Kewgiban menyampakan tembusan promes atau
satifikaa  IMA  tidak berlaku apabila  transsks
PUAB atau PUAS yang dilakukan addah ddam
rangka  pdunasan  transkd PUAB  aau
pembayaran PUAS.
Angka3
Pasd 6
ayat (2)
Cukup jeas
Angka4
Pasal 22
ayat (1)

Y ang dimaksud dengan transeks lainnya antaralain addah peunasan kewgibant
kewagjiban kepada Bank Indonesia

Angkab...
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Angka5
Pasd 23
ayat (1)
Y ang dimaksud dengan Bilyet Giro Bank Indonesa (BGBI) addah Bilyet Giro
sebagaimana dimaksud daam Pasdl 4 ayat (1) huruf b dimana pihak tertarik
addah Bank Indonesia. Y ang dimaksud dengan transfer dana secara eektronik
addah soranatrandfer danaantar Bank secaradektronik yang disdenggarakan
oleh Bank Indonesa

Angka 6
Pasal 24
aya (1)
Cukup jeas
ayat (2)
Cukup jeas

Angka7
Pasd 33
aya (3) dan ayat (4)
Apabilasddo giro negtif terjadi pada rekening kantor Bank Pesertayang juga
memperoleh limpahan penydesaian akhir hasll kliring dari kantor Bank
Peserta Kliring di wilayah Kliring

Lokadl ...
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yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia maka gpabila kantor Bank Pesarta
dimaksud dihentikan sementara dari kelkutsartaannya daam Kliring Lokd,
maka kantor Bank Pesartayang samadiwilayah Kliring Loka yang tidek ada
Kantor Bank Indonesiajuga akan dihentikan sementaradari kelkutsertaannya
ddam Kliring Lokdl.

Angka 8
Pasal 35
ayat (1)
Cukup jas
ayat (2)
Cukup jeas
ayat (3)
Cukup jas
ayat (4)
Cukup jeas

Angka9
Pasal 40

Cukup jas
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Pasd 11
Keentuan Pasd | angka 8 dan angka 9 berlaku sgak tanggd
ditetgpkannya Peraturan Bank Indonesiaini.

Pasd |11
Cukup jeas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3927
DASP



